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ABSTRAK

Mazalah residive merupakan masalah vang scring dibicarakan baik di
media massa maupun media elektromk menvopohkan berla kejohalan vang
dilakukan oleh para residivis yaitu sesecrang telab dijatuhi pidana karena
melakukan beherapa kejahstan, setelah atau sedang menjalani pidans tersebint
melakukan kejahatan fagi antara satg kejahatan dengan Kejahatan Derikuimya
helum lewat masa 5 tahun, dengan masa pidananva ditambah 173, Pengaluran ini
digtur dalam pasal 486, pasel 487, dan pasal 488 KUHP, Perumusan masalah
mencakup gambaran dart pelaksanagan pemberatan pidona dolan potusan Hakim
terhadap pelake residive, desar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
Padang dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku residive dan
hagaimana dampak pemberntan pidena terhadap para pelako residive tersebul
Metode penelitian vang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis denpgan
muenpumpulkan bahan atou data vaile penelitian kepustakasn dan penelitian
fapangan. Bahan atau data vang diperlukan dalam peneiitian kepustakoan adalah
berupa bahan hukum primer dan bahan hukom sekunder, seperti buku-buku dan
undang-undang, Sedangkan dalam penelitian lapangan vang  berlujuan untuk
meneliti data primer dilakukan di Pengadilan Megern Padang dan Lembaga
Pemasyarskatan Padang.  Dari hasil  penclitian menunjukkan  takior-fakuo
penvebab dari residive adalah kehendak vang merupakan sualue proses interaksi
antira faktor interen dan faktor eksteren. Adsnya dasar pertimbangan dari Hakim
dalam  pelaksanzan  pemberatan  pidana, seperti misalnva dalam hal  yang
memberatkonyva vaile lerdakwa tidok bersikap baik dalam persidangan. dalam
memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak sopan. Degily pula sehaliknya
dalam hal yang meringankanva terdakwa bersikap baik dan sopan don tidak
berbelit-belit dalam memberikan keteranpan & persidangan. Dengan adanya
pomberntan pidana bagi para pelake residive dalam pelaksanaan di Lembaga
Pemasyarakatan Padang tidak mempengarohi jumlab residivis yang ada di
Lembapa Pemasvarakatan Padang tersebut. kanwna pemberatan pidana ito tidak
terlaksann sehagrimana mestinva sehab pidana vane mereka terima Gdak sesuai
dengan aturan dalam KLHP,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Megara Republik Indonesia didirikan atas dasar falsafah Pancasils yang
mana dalam falsafah terscbut dijabarkan lebil Eanjul melabdi LD 1945, Dalam
LILVEY 1945 diatur mengenat hak-hak asasi manusia. Hak asast wargs mendapat
tempat khuses vang perlu dihormati dan dijunjung tingai oleh pemeriniah dan
worga negora. Dari pernyvatzan i atas dapar ki ketahoei bahwa  manosia
mempunyai hak don kewajiban vang sama. Lntuk ito perlu ditegakkan hokom,
kcadilan. dan perlindungan harkat dan marisbat manusia, selain it juea perlo
menetapakan ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayami segenap warza
masvarakat, termasuk bagaimana cara memperlakuken para residivis,

Seperti Kita kelabui bersama residivis adalah scorang bekas narapidana
vang melakukan kejahatan lagl dan menjalani pidana akibat dari perbuatannyva i,
Residivis adalah orangnyva sedangkan residive adalah perbuatan pengulangan
kejahatan, Memuang masalah residive akhir-akhir ini merupakan masalah yang
sedang  bangat-hangainya dibcarskan baik  masyarakst umum maupun para
praktisi hukom, Berbagai media massa menyvogehkan berita-herita kejahatan yang
pada umumnya dilakukan oleh pelaku residive. seperti dalam koran Posmetro
padang vang & dalemnya banyvak menyupuhkon berbagai berita kejahatan.
Perbuatan Residivis dapat meresabkan karena menimbulkan banvak kerugion dan

Rekacauan di dalmes massarskat. Oleh Sarena i dalerm hukum pidana residive



merupakan safah satu hal yang memberatkan pidana. Dengan adanva kejahatan
residive yang dilakukan para residivis inl akan terganggu keamanan dan
ketentraman  dalam  masyarakat. dan itu semua  dapar menghambar  laju
pertumbuhan dan pembangunan susty negara, Mamun demikian para residivis ini
tidak merasa takut dan jera untuk melskukan kejahatan lagi.

Lintuk mengantisipasi agar tidak terlalu maraknvs tingkat kejahatan akhir-
akhir ind, maka penulis mencoba menpupas tujusn dar pemberatan pidang bogi
residive ini, Karcna berbicara tentzng residive dengan sendirinys terbayanp
dipikiran  penulis  lentang  pengolanean perbuntan pidana dimana diantara
perbuatan vang satu denpan perbuatan yvang berikoinva telah ada atau telak
dijatuhi pidana oleh putusan Hakim vang elah memponval Keluatan hukum tetap.
sednngkan pelakunya disebut dengan residivis. Dengan perkataan lain residivis
adaloh orong wvamg telah melakukan  perbuaan pidang lazi setelah selesal
menjalani pidana di Lembaga Pemasvarakatan.

Seperti diketabui masalah vang diangkat ind Khususnya tentang residive
vang terdapat di Penpadilan Nepgeri Padang. Berdasarkan apa vang kit liha
balrwa kasus residive di Foo Padang dapat dikatevoriken herst dan masih banvak
terjadi vang tidak bisa disntisipasi ke srah vang lehih baik karena rama-raa para
residive tersebut banvak melakukan kejabotan seperti pencurian, penodongan at
penipuan.” Tujusn pemberstan pidsna ind juga dapar dijadikan baban acuen bagi
perkembangzan idmo pengceiabuan sebagal musekan untik lebih sempurnanya lagi
pengaturan Undang-undang khususnya tentang residive ini, diharapkan uniok
masa akan datang lebih ditingkotkan fapi kesempurnazn pensaturan dalam

roorn Fosmern Padang: Tangeol B0 Jameari 2007, Flal |
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BAB IV

PENUTUP

AL KESIMPULAN
Sehagmmana teluh dikemukakan daflam bab-bab sebelumnya menvangkut

Wwjuan pemberstan pidana, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebapai

berikut :

1. Pelaksanaan pemberatun pidana dalam putesan Hakim  teshodap pelaku
residive sebagai mana Kita lihat dari tabel residive yang masuk di Penpadilun
Megeri Padang dari whun 2003 sampai dengan 1zhun 20006 mevatakan bahwa
kejahatan residive ini meningkat tiap tzhoennya. Ini oada beberapa Fakior

penvebabnya vaile ¢ Fakior Internal dan Faktor Eksternal, fakior internal

adalah scpertic pendidikan. agama don keadnan sosial seseorang, sedangkan
Faktor cksternal adalah sepeni lingkungan sosial, dan keadaan perekonomian
seseorung. Peluksanann pemberatan pidana bagn para residivis iw selalu
berpedoman pada pasal 486 KUHP sebaeai dusar tunteian Penuntue Umam
supayvi Hakim Pengudilan Megert menetapken werdakwa bersalah melakukan
pengulangan kejehatan vang dilakukan tenlabws belum lewat masanye lina
tahun seiak terdakwa menjalani sama sckali atao sehahsoian pidana [ReTLjaLraL.

. Pengadilan Negen Padang belum sepenulinya menerapkan aturan pidans vang
ditentukan dalam pasal 486 KUHP, karena pads desaenva Vakime dalam
memberikan putwsan pemberatan pidana lechadap pelaku residive  tersebu

selalu memberikan faktor-Takior pertimbanpan yvang dapat memberatkan dan
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